
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR I8 TAHUN 2011 

TENTANG 
PENGATURAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) 

YANG MENJADI PENDAPATAN/ PENERIMAAN FASILITAS KESEHATAN 
DI KABUPATEN KLUNGKUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES,A 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Menimbang 

Mengingat 

• a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan Anak 
dan mempercepat pencapaian MDG'S ditetapkan kebijakan bahwa 
setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh 
Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan; 

b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat berjalan 
dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan terhadap 
Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menadi pendapatan/ 
penerimaan fasilitas kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pengaturan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang Menjadi 
Pendapatan/ Penerimaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten 
Klungkung. 

I. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah 
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

1I Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.03.01.160/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Kesehatan Tahun 2010-2014; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
903/MENKES/PER/V/201I tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat; 

13. Peraturan Menteri Kesechatan Republik Indonesia Nomor 
63L/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan 
Persalinan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2000 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas 
Pembantu dan Puskesmas Keliling Kabupaten Klungkung: 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Klungkung. 
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, 

Menetapkan 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor I Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2011. 

17. Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer.h 
Kabupaten Klungkung Tahun 2011 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DANA 
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) YANG MENJAD 
PENDAPATANI PENERIMAAN FASILITAS KESEHATAN DI 
KABUPATEN KLUNGKUNG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

I. Bupati adalah Bupati Klungkung. 

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. 

3. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan 
yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan. 
pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan 
pelayanan bayi baru lahir. 

4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang 
ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK 
Kabupaten dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan 
kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban 
para pihak dalam jaminan persalinan. 

5. Fasilitas Kesehatan adalah insitusi pelayanan keschatan sebagai 
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 
baik promotif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
pemerintah, TN/POLRI dan Swasta. 

6. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menjadi pendapatan/ 
penerimaan fasilitas kesehatan adalah dana Jaminan Persalinan yang 
merupakan belanja bantuan sosial bersumber dari dana APBN yang 
disalurkan pemerintah melalui SP2D ke Rekening Kepala Dinas 
Kesehatan selaku penanggung jawab Tim Pengelola Jamkesmas/ 
Jampersal yang selanjutnya digunakan untuk membayar klaim atas 
pelayanan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dilaksanakan 
oleh Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya yang 
bekerjasama. 
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7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK tingkat pertama. 
atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis 
pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan 
dan rehabilitasi. 

8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanar 
atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangkt 
observasi,diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik 
dan atau pelayanan lainnya. 

Pasal 2 

I) Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang sudah dibayarkan atas 
pelayanan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) oleh Tim 
Pengelola Jamkesmas Kabupaten kepada Puskesmas agar 
disetorkan dan tercatat di kas daerah dan menjadi pendapatan 
puskesmas yang bersangkutan. 

2) Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang sudah disetorkan ke 
kas daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) 
selanjutnya dikembalikan kepada UPT. Puskesmas dengan 
ketentuan scbagai berikut : 

a) Untuk Jasa Pelayanan sebesar 100 % (Seratus perseratus) 
b) Untuk Jasa Sarana sebesar 50 % (Lima puluh perseratus) 

3) Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 3 
I) Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang sudah dibayarkan atas 

pelayanan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) oleh Tim 
Pengelola Jamkesmas Kabupaten kepada Fasilitas Kesehatan 
Swasta yang bekerjasama termasuk Bidan Praktik, Dokter 
Praktik, Klinik Bersalin, dan scbagainya agar disetorkan dan 
tercatat di kas daerah sebagai pendapatan Fasilitas Kesehatan 
Swasta yang bersangkutan. 

2) Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang sudah disetorkan ke 
kas daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) 
selanjutnya dikembalikan sepenuhnya menjadi pendapatan 
fasilitas kesehatan swasta tersebut. 

Pasal 4 

I) Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan 
pengawasan dan pelaporan terhadap pengelolaan 
Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Klungkung. 

pemantauan, 
dana Jaminan 

• 

2) Kepala UpT. Puskesmas membuat laporan pengelolaan dana 
dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang meliputi penerimaan 
dan pengeluaran secara periodik setiap bulan kepada Kepala 
Dinas Kesehatan . 
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BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Klungkung. 

Di undangkan di Semarapura 
Pada tanggal 13 Juni 2011 

Ditetapkan di Semarapura. 
zl 13 Juni 2011 

G, 

Rh}BUPATEN KLUNGKUNG, 

4 
PRIA { 

f'Re rs 
BERITA DAERAH .ABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR I8 

SEKRE 
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PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR I9 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 201I 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER.AH 

KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 20 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Klungkung tanggal 17 Juni 2011, Nomor 900/1249/Dikpora. perihal Mohon 
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 April 2011 Nomot 
71/PMK.07/2011, tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Gur, 
PNSD kepada Daerah Provinsi. Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 0!1 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 April 2011 Nomor 
72/PMK.7/2011, tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Fambahan 
Penghasilan bagi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi. Kabupaten, dan Kota Tahun 
Anggaran 2011, maka perlu merubah Peraturan Bupati Klungkung Nomor I Tahun 
2011 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 201 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. pert 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan \Mas Peraturan 
Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 201 

Mengingat; I. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerai 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) 

2. Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389: 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 
2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pereneanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 200 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4421 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali. 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keda 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ntt. 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubtit 
Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang--Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnibus 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 

I0. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Fata tar, 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027), 

II. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 
4028): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lemharan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1H8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kahi terakhi 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keudukan Protokole 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 2005 Nomot 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomot 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

I8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Intormasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 
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Menetapkan; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hihah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577): 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor I50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4585): 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4592); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonseia ahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhr 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang erubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang l'edoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2011 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman mum 
dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah 
Provinsi. Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011: 

28. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tcntang Pedoman Umnn 
dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipi! Daerah 
Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten. dan Kota Tahun Anggaran 201I 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentan I/rtsan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Orgamsas 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor I Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011, 

33. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011, 

MEMUTUSK AN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERT RAN 
BUPATIKLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 2O1 TENTANG PENABAR A 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAUAI}\ 
KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 201L 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011 diubah 
sebagai berikut. 

I. Ketentuan lampiran I Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011 drubah 
sehingga keseluruhan lampiran I Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 
2011 berbunyi sebagai mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati in 

2. Ketentuan lampiran II Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011 untuk 
urusan wajib pendidikan. urusan wajib otonomi Daerah, Pemerintahan umm, Administras 
Keuangan Daerah, perangkat Daerah. kepegawaian dan persandian pada organsast Dina 
Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset diubah, sehingga ketentuan lampiran II Peraturan 
Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belant 
Dacrah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 201 1 untuk urusan wajib pendidikan. urusan wanib 
otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi keuangan Daerah. perangkat Daerah, 
kepegawaian dan persandian pada organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan set 
berbunyi scbagai mana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan upati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung. 

Ditetapkan di Semarapura 
pada nggal 21 Jumi 2011 

.2. 
P 3N 

\ 

Diundangkan di Semarapura 
pada tanggal21 J · 11 

A 3N 
SEKRFT ERAH BUPATEN KLUNGKUNG. ·�' lel ,. 

/ 

BI TEN KLUNGKUNG TAHUN 201 NOMOR I9 
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